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ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum TerhadapNasabahGadai Emas Di Bank
Syariah MandiriKota Palembang

NAMA : Adinda Ari Wijayanti
NIM : 02011381621291

Di Indonesia, kebutuhan lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah semakin
diminati oleh nasabah khususnya umat Muslim. Salah satu produk yang dikeluarkan
oleh Bank Syariah Mandiri adalah Gadai Emas, namunbelum ada Undang-Undang
yang mengatur secara materiil mengenai produk gadai emas yang dikeluarkan oleh
Bank Syariah, sehinggamenimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, urgensi
dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan mengenai
perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah mengenai risiko fluktuasi
berupa penurunan harga emasketika nasabah tidak dapat menebus emas untuk
membayar hutang pada Bank pada saat jatuh tempo sehingga objek gadai berupa
emas di eksekusi berdasarkan harga emas pada saat itu. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian normatif yang di dukung dengan wawancara. Metode
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan undang-undang. Disertai
dengan sumber data primer dari wawancara dan data sekunder dari kepustakaan.
Kesimpulan dari permasalahan ini adalah pihak Bank harus menerapkan prinsip
manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan prinsip perlindungan hukum serta
perlunya peraturan khusus yang mengatur tentang Gadai Emas Di Bank Syariah agar
nasabah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum,Gadai emas, Bank Syariah Mandiri.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan dan sistem perbankan yang semakin maju disertai dengan

meningkatnya kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat khususnya umat muslim,

menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang

sesuai dengan prinsip syariah.1

Indonesia merupakan  Negara dengan penduduk muslim  terbesar di dunia

dengan jumlah  penduduk beragama Islam sebanyak 88 %, Kristen 5%, Budha 1%,

dan lainnya 1%.2 Terlebih karena banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia

mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan

UU Perbankan, yang telah membuat peluang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank

syariah di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

yang selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah menjelaskanbahwa Bank Syariah

adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan

1Ascarya, 2007, Akad dan Produk  Bank Syariah, PT. RajaGrafindo  Persada, Jakarta,
hlm.203.

2 Novi Rofiani, 2009, Perilaku Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian Pada
PT. Bank Syari’ah Mandiri Tbk, Jurnal Universitas Pamulang Ciputat Banten, Banten, hlm. 1
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fatwa  yang dikeluarkan oleh  lembaga yang memiliki  kewenangan dalam penetapan

fatwa di bidang syariah.

Klasifikasi bank yang dikenal dalam UU Perbankan terdiri dari dua macam

yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum merupakan bank yang

melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional serta menggunakanprinsip

syariah dalam kegiatan pemberian jasa pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan

Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional serta

menggunakanprinsip syariah yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak memberikan

jasapembayaran.3

Prinsip yang digunakan oleh bank konvensional adalah sistem bunga (interest)

sedangkan prinsip yang dipakai bank syariah adalah sistem jual beli, bagi hasil dan

sewa menyewa. Bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan (profit

oriented) sedangkan bank syariah berorientasi pada profit dan (falah oriented.)

Dalam UU Perbankan pengaturan mengenai nasabah terbagi menjadi dua

yaitu, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dana nya di bank

dalam bentuk simpanan berdasarkan akad bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sementara nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan akad bank dengan nasabah yang bersangkutan.

3 Abdul Ghofur Anshori,  2008, Tanya Jawab Perbankan Syariah,  Ull Press Yogyakarta,
Yogyakarta, hlm.1
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Hubungan nasabah pada bank syariah diwujudkan melalui akad-akad yang

terjadi antara pihak bank dan nasabah yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:4

1. Akad mudharabah dan musyarakah, merupakan akad kerjasama antara

dua pihak atau lebih. Dalam praktik perbankan pengaplikasian akad ini

diwujudkan dalam hal pembiayaan dan keuntungan dari proyek dibagi

sesuai dengan kesepakatan, untuk Bank dilakukan setelah pengembalian

dana yang dipakai nasabah. Akad ini dipakai dalam sistem kemitraan yang

menuntut komitmen baik nasabah maupun bank.

2. Akad Wadiah, yaitu pihak bank menerima tabungan dalam bentuk

tabungan dari nasabah, titipan nasabah tersebut tidak menanggung resiko

kerugian dan bank memberikan bonus kepada nasabah.

3. Akad Murabahah, yaitu praktik dalam bentuk akad jual-beli antara bank

dengan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang

sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar

harga beli ditambah keuntungan yang didapatkan oleh Bank sesuai

kesepakatan.5

Dalam bank syariah, akad yang dipakai memiliki konsekuensi duniawi dan

ukhrawi karena akad dilaksanakan berdasarkan hukum syariat Islam. Seringkali

nasabah melakukan pelanggaran akad yang telah disepakati bila hukum itu hanya

4 Heri Sudarsono, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekosiana, Yogyakarta,
hlm.86

5 Yukri Iska, 2012, “Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih
Ekonomi", Fajar Media Press, Yogyakarta, Hlm 200.
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berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila akad tersebut memiliki

pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.6

Dari segi kelembagaan, yang dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat

Indonesia (BMI) pada  tahun  1991. Kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri yang

merupakan konversi dari Bank Susila Bakti.  Kedua  bank  tersebut adalah bank  yang

melaksanakan  kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara murni.7

Sejak dikeluarkannya UU Perbankan, memungkinkan bank beroperasi

sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah atau dengan membuka cabang khusus

syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip

bagi hasil yang mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang saling

menguntungkan antara masyarakat dengan pihak bank,  serta mengedepankan aspek

keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai kebersamaan

dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam

bertransaksi keuangan.8

Sebagai respon atas diberlakukannya UU Perbankan yang memberikan

peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah, PT. Bank Mandiri

(Persero) membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk

mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri.

Pada tanggal 8 September 1999 dengan Akta Notaris No.23 kegiatan usaha Bank

6 Afzarul Rahman, 1990, Economic Doctrines Of Islam, Lahore: Islamic Publication, Aceh,
Jurnal Hukum hlm.10.

7 Abdul Ghafur Anshori, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia,  Gadjah  Mada University
Press, Yogyakarta, hlm.40.

8 Ahmad Mulidizen, 2016,“Aplikasi Gadai Emas Syari’ah: Studi Kasus Pada BRI Syari’ah
Cabang Pekanbaru”, Jurnal Ekonomi Syari’ah Universiti Malaya Malaysia., Jurnal Hukum,  hlm.2
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Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT.

Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya, PT. Bank Syariah Mandiri mulai resmi

beroperasi pada tanggal 1 November 1999 atau 25 Rajab 1420 H.9

Perkembangan total aset bank syariah yang semakin besar memungkinkan

bank syariah mengembangkan produk-produk penyaluran dana. Hadirnya sistem

gadai syariah (rahn) di Indonesia dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat

Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim. Rahn merupakan salah satu alternatif

pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat

berdasarkan pada prinsip syariat Islam dan terhindar dari praktik riba atau

penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu

membayar utang.10

Barang yang dijadikan objek gadai pun harus sesuai dengan prinsip syariah,

yaitu barang-barang yang dianggap bernilai seperti kendaraan, perhiasaan ataupun

barang elektronik. Adapun barang yang paling diminati masyarakat untuk dijadikan

objek gadai adalah emas. Gadai syariah memakai prinsip yang terdapat di ekonomi

syariah yaitu akad, adapun dua jenis akad tersebut yaitu:

1. Tabarru’ adalah  akad-akad  yang  digunakan  untuk  transaksi

nonkomersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong menolong, dan tidak

diperkenankan  mengambil  keuntungan  atas  transaksi  yang  terjadi.

9 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.id  https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan
10 Eris Tri Kurniawati, 2013, “Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat

Keuntungan Bank Syariah”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang
, Malang, Jurnal Hukum, hlm.2.
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2. Tijarah adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau

bisnis. Karenanya di dalam akad Tijarah para pihak yang bertransaksi

dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, seperti murabahah,

Salam, mudharabah, dan lain sebagainya.11

Gadai emas syariah pada bank syariah tunduk terhadap UU Perbankan

Syariah. Dalam UU Perbankan Syariah, tidak mengatur secara materiil mengenai

praktik gadai  emas syariah. Undang-undang perbankan  syariah hanya mengatur

secara formil yaitu pada pasal 19 ayat 1 huruf 9 Undang-Undang Perbankan Syariah

yang mengatur bahwa perbankan syariah dapat melakukan kegiatan usaha syariah

lainnya asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Usaha mengenai jasa pegadaian di Indonesia nampaknya akan  terus  menarik

perhatian banyak  pihak,  tidak  terkecuali kalangan perbankan.12Saat ini tercatat ada

beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia yangtelah   menjadikan rahn

sebagai salah   satu  produk   unggulannya, termasuk di dalamnya Bank Syariah

Mandiri. Bank Syariah Mandirimengeluarkan produk  Gadai  Emas  BSM yang

penerapannya menggunakan akad qardh  wal ijarah,  yaitu akad  pemberian

11 Laksamana Yusak , 2009, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank
Syariah, PT. Elex Media Komputindo Gramedia,  Jakarta, hlm.9.

12 Eko. B. Supriyanto, 2008, Pertumbuhan di Tengah  Gejolak  Pasar  Global,  Biro  Riset
Info Bank, Jakarta, h. 123-124.
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pinjaman oleh  bank  kepada nasabah yang  disertai  dengan penyerahan tugas agar

bank menjaga barang gadai yang diserahkan.13

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada

pembiayaan yangberesiko dan  memerlukanjaminan tambahan. Akad ini juga dapat

menjadi produk  tersendiri untuk  melayani kebutuhan nasabah guna  keperluan yang

bersifat  jasa  dan  konsumtif, sepertipendidikan,kesehatan dansebagainya.

Bankataulembaga keuangan tidak menarik manfaat apapunkecuali biaya

pemeliharaan atau  keamanan barang  yang digadaikan tersebut.14

Oleh karena itu perlunya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara

hukum dengan produk gadai emas syariah, sehingga masyarakat khususnya

masyarakat muslim merasa aman dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum

yang tepat jika mereka melakukan transaksi atas gadai emas di lingkungan lembaga

perbankan, khususnya di Bank Syariah Mandiri Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengkaji penelitian hukum

dalam bentuk skripsi dengan mengambil judulPERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP NASABAH GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI

KOTA PALEMBANG.

13 Novi Rofiani, 2009, Perilaku Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian Pada
PT. Bank Syari’ah Mandiri Tbk, Jurnal Universitas Pamulang Ciputat Banten, Banten, hlm. 4

14Abdul Ghofur Anshori, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia,  Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta., h. 158.
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis mengangkat

rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum produk gadai emas syariah?

2. Bagaimana pengaturan lembaga gadai dan objeknya berdasarkan hukum

syariah?

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di

PT.Bank Syariah Mandiri dalam hal terjadinya penurunan harga emas

pada saat eksekusi objek gadai?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah yang dikaji, diharapkan adanya

penyelesaian masalah yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum produk gadai emas syariah.

2. Untuk mengetahui pengaturan lembaga gadai dan objeknya berdasarkan

hukum syariah.

3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang

melakukan layanan gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri dalam hal

terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai.

Sehingga dengan adanya penilitian ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya nasabah gadai emas
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syariah mengenai perlindungan hukum dalam melakukan gadai emas

sehingga mencegah terjadinya kerugian bagi pihak nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:

a. Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu

pengetahuan di bidang ilmu Hukum serta memberikan sumbangan

mengenai teori-teori dalam ilmu Hukum terkhusus bidang kajian

Hukum Perdata dengan prinsip Islam mengenai Perbankan Syariah.

b. Mengetahui secara pasti bagaimanakah perlindungan hukum terhadap

nasabah gadai emas di bank syariah mandiri dengan studi pusataka dan

lapangan di Kota Palembang.

2. Dari segi praktis:

a. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat

dalam perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di Bank

Syariah Mandiri Kota Palembang.

b. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai yaitu pihak

perbankan, maupun bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi

perbankan syariah khususnya nasabah gadai emas di wilayah Kota

Palembang.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mengkaji masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi

pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan

masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan

skripsi ini,  yaitu pada lingkup seputar pembahasan mengenai bentuk hubungan

hukum produk gadai emas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri,

pengaturan lembaga gadai beserta objeknya dan perlindungan hukum terhadap

nasabah gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori,

skripsi mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan

perbandingan pegangan teoritis.15

Adapun beberapa teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1. Teori Akad Syariah

Kontrak dalam Islam disebut dengan “akad” yang berasal dari Bahasa Arab

“al-Aqd” yang memiliki arti perikatan,kontrak atau permufakatan, dalam sebuah

transaksi.16 Menurut Wahbah al-Huzaili17 dan Ibnu Abidin18 definisiakad adalah

15M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.80.
16Mohd. Ma’sum Billah, 2006, Shariah Standard of Bussines Contract, Published A.S.

Noordeen, Kuala Lumpur, hlm.1.
17Wahbah al-Huzaili, 1997, Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu,Dar al Fikr al Mu’ashir,

Damaskus, Jilid 4, hlm.2918.
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sebuah pertalian antara ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariah (Allah

dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Nasrun Haroen

berpendapat bahwa pencantuman kalimat “sesuai dengan kehendak syariat”

bermaksud bahwa seluruh akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih

tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat dalam Islam.19

Adapun maksud dari kalimat “berpengaruh pada objek” adalah terjadi perpindahan

pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan

kabul).20

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting

digunakan dalam suatu kesepakatan, yang diharapkan agar bisa melindungi hak dari

pihak-pihak yang lemah kedudukannya di dalam suatu akad.

Menurut Satijipto Raharjo mengemukakan perlindungan hukum adalah

“memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

hak-hak yang diberikan oleh hukum".21

18 Ibnu Abidin, tanpa tahun, Radd al Muhtar ‘Ala ad Dur al Mukhtar, Al Amiriyah, Kairo
Mesir, Jilid II, hlm. 255.

19Nasrun Haroen, 2000, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm.97.
20 Loc Cit.
21 Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.
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Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan perlindungan hukum

adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi

kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lainnya.22

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis

tentang wujud dan bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta

objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.23

Dari penjelasan tentang pengertian teori perlindungan hukum terdapat unsur-

unsur yang terkait sebagai berikut24:

a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan

b) Subjek hukum, dan

c) Objek perlindungan hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-

aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat

22 Sudikno Mertokusumo, 2000, Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm.25.
23 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan

Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25
24Ibid



13

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.25

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan

oleh Negara terhadap individu.26

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan.

Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi

peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan

dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi

keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan

dan kebahagiaan.27

25 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm.158.
26 Riduan Syahrani,  2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya

Bakti,Bandung, hlm.23.
27 Achmad Ali, 2000, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),

Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian hukum normatif yang di

dukung dengan wawancara dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penganalisisan

dan pengkonstruksian bahan hukum ialah metode kualitatif, karena metode kualitatif

ini merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif

analitis serta bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang akan diteliti.28

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

diketengahkan.29 Dalam skripsi ini penulis melakukan pendekatan

penelitian dengan cara menelaah undang-undang yang berkaitan dengan

gadai dan perbankan syariah,

b. Pendekatan Kasus (Case Approach).

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan

dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai

28 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI
Press), Jakarta, hlm.250.

29Dyah Ochtarina Susanti, dan Aa’an Effendi, 2015,Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,
Hlm. 110.
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kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dalam suatu penelitian

normatif, memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil

temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan

analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum

sebagai ilmu normatif.30

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum

kualitatif, bahan hukum yang diperlukan adalah:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti peraturan

perundang-undangan yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor  10 Tahun  1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3) Al- Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 digunakan sebagai

dasar dalam membangun konsep gadai syariah

4) Al- Hadist

5) Al- Fiqh

6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

7) Ijma Ulama

30 Johni Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, hlm. 321.
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8) FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor 26/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Rahn

9) FATWADEWAN SYARI’AH NASIONALNomor 26/DSN-

MUI/III/2002TentangRahn Emas

10) Surat Edaran BI No 14/7/DPbS perihal Produk Qardh Beragun Emas

bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

11) Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 yang berisi tentang Perusahaan

Jawatan Pegadaian.

b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian,

yurisprudensi, doktrin, dan teori hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum

tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus

hukum, media massa dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum

kualitatif terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang

menjadi bahan hukum deskriptif. Metode kualitatif berusaha memahami dan

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi
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tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian

kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.31

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif

yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang

berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.32 Sehingga dapat

disimpulkan aturan-aturan khusus mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palembang.

31 Imam Gunawan, 2015, Metode Penelitian Kualitatif, UMM Learning University, Malang,
hlm.2.

32 B. Arief Sidharta (Penerjemah), 2009, Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu
Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum,  PT Rafika Aditama, Bandung, Hal. 56-57.
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